
SALINAN

UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR

34 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur sumatera utara
Nomor 34 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Gubernur sumatera utara Nomor 36 Tahun 2022
telah ditetapkan Pedabaran Perubahan Anggaran pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi sumatera utara Tahun Anggaran

2022;

b. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf a l"ampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 2a2o tentang Pedoman Telsris Pengelolaan Keuangan

Daerah, yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga

digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan

darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya dan pengembatian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya;

c- bahwa berdasarkan Bab vI huruf D angka t huruf i l"ampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2O2O tentang Pedoman Telsris Pengelolaan Keuangan

Daerah, menyataktm bahwa jika pergeseran tersebut

dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan

anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika
pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD,
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dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

d. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angfua 4 huruf k I^ampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77

Tahun 2a2o tentang Pedoman Telqds pengelolaan Keuangan

Daeratr, yang menyatakan batrwa tata cara penggunaarl

belar{a tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak

dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak
terduga kepada bela4ia SKPD/Unit SKPD yang membidangi;

e. batrwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf c Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2OAg tentang P4iak Daerah dan Retribusi
Daerah, yang menyatakan bahwa hasil penerimaan pajak

Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 7O% (tujuh
puluh persen).

f. bahwa berdasarkan Pasal zLA ayat l2l Peraturan Menteri

Keuangan Nomor LOZ/PMK.OZ /?OLS Tahuyn 2015 tentang

Perubahan atas PMK Nomor 115/PMK.O7/201,3 Tahun 2013

tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

menyatakan bahwa menyalurkan bag hasil Pajak Rokok

kepada Kabupaten/Kota. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelatr diterimanya Pdak Rokok di RKUD Provinsi.

g. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pembayaran dari PTPN II
Nomor 2.5-DirlSPP-A/ L+9 /Ylll2022 tanggal 13 Juli ZO2Z

sebagai dasar pembayaran uang ganti ruSi atas

penghapusbukuan dan pemindahtanganan tanah Eks HGU

PTPN II persil Nomor 149 terletak di Desa Emplasmen

Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang

untuk lahan SMA Negeri 1 Beringin, perlu dilakukan
pergeseran anggaran belanja tidak terduga dari anggaran

belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada

anggaran belanja Dinas Pendidikan;

h. bahwa dalam rangka penanganan bencana alem banjir di
Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Simalungun, perlu
dilakrkan pergeserian anggaran belanja tidak terduga dari
anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah kepada anggaran belaqia Dinas Bina Marga dan Bina
Konstruksi;

i. bahwa dengan adanya realisasi anggaran belalda yang

melebihi pagu anggaran pada Perubahan Anggaran

Pendapatan;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g, huruf h, dan huruf i, perlu menetapkan peraturan

Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Gubernur
sumatera utara Nomor 34 Tahun za22 tentang penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran ZOZZ.

Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah otonom Propinsi A(ieh dan perubahan

Peraturan Pembentukan Propinsi sumatera utara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
r 1o3);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor a286l,;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun ZOO4. tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a3SS);

undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZAA+ Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aaoo!;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42Ll;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daeratr (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Noaor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 55S7) sebagaimana telah diubah
beberapa kali teraktrir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2AL4 kntang Pemerintahan Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ols Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);

8. undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zo2z Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

67571;

9. Peraturan Pemerintah Nomor sE Tatrun 2oos tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomnr 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a575);

10. Perahrran Pemerintatr Nomor 56 Tahun 2oos tentang sistem
Inforsrasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor +576l' sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor

11O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

515s);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20A6 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a6lal;
L2. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintatr

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2At7

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6OaLl;

13. Perahrran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OLT tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OtT Nomor LO6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6O57);
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Menetapkan

1,4. Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun zols tentang
Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 662a\
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2oLg tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zotg Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6J221;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2T Tahun zo2l
tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran ZO22 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 9261;

L7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Peranglat Daerah provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2OLO Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah provinsi

Sumatera Utara Nomor 32);

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2A22 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2A22 {Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 6);

19. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2A22

(Berita Daerah Frovinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor

34).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAFIAN KEDUA ATAS

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 34 TAHUN

2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA

UTARA TAHUN ANGGARAN 2422.
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Pasal I

Ketentuan pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tatrun

2022 tentang penjabaran Perrrbahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun ZOZ2 Nomor 34), yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur

Nomor 36 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2422

Nomor 38) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 sebelum

perubahan sebesar Rp.13.507.OO6.196.+40,00 bertambah sebesar

Rp.121.557.458.527,00 sehingga menjadi Rp.13.628.563.654.967,AO dengan

rincian sebagai berikut:

1. Pendapatandaerah

a. Semula Rp. 12.459.352.L72.672,OO

b. Bertambatr Rp. L2L.557-458.527,00

Jumlah pendapatan daeratr setelah pembahan Rp. 1 2. 580.909.63 1. 1 99,00

2. Belanja daerah

a. Semula Rp. 13.395.006.196.440,00

b. Bertambah Rp. 121.557-458-527,00

Jumlatr belanja daerah setelah perubatran Rp. 13.516.563.654.967,OO

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan PembiaYaan

1) Semula Rp. L-O47.654.O23.768,AO

2) Bertambah RP. 0,OO

Jumlatr perrerimaan PembiaYaan

setelah perubahan Rp. L.O47.654.O23-768,OO

b. Pengeluaran PembiaYaan

l.) Semula RP- 112.00O-OO0.000,OO

2) Berta:nrbah RP. O,OO

Jumlatr pengeluaran PembiaYaan

setelah perubahan Rp. 112.O0O.OOO.OOO,OO

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 935.654.023.768,00
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangtan.
Agar setiap orang mengetahuiry*, memerintahkan pengundangan perahrran
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Sumatera
Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 23 Desember 2O22

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal23 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NrP. 19710413 199603 I OO2

ttd


